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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang   

Fungsi dari aparatur sipil negara (ASN) sangat penting dikarenakan ASN merupakan 

salah satu unsur dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai unsur aparatur negara atau disebut 

juga dengan abdi negara, ASN dituntut untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah 

diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya good 

governance. Maka dari itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan pegawai terhadap 

pegawai negeri tersebut. 

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) 

menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea 

ke-4 Pembukaan UUD 1945 dibutuhkan ASN yang diserahi tugas untuk melaksanakan tugas 

pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik 

dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang dan jasa serta pelayanan administratif yang 

disediakan oleh ASN. Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi 

umum yang terdiri dari pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan katatalaksanaan. Untuk 

mewujudkan tujuan nasional dan pelaksanaan cita-cita bangsa dibutuhkan Pegawai ASN. 

Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, 

dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 

integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu 

menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan 

antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan 

kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada 

jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan aparatur sipil 

negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai 

profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 

mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan 

manajemen aparatur sipil negara. 

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) 

menimbang bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada 

perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi 

dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi 

pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik. Adapun tugas pegawai ASN 

dalam UU RI No. 5 Tahun 2014 pasal 11 yaitu: 

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, 

3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia 

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. 

Dalam konteks pembangunan aparatur pemerintah, pengembangan sumber daya manusia 

aparatur diarahkan pada semakin terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu 

menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, 



pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur 

pemerintah harus terus menerus dilakukan secara konsisten, terprogram dan berkelanjutan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk 

pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS, Pengisian jabatan pimpinan 

tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan dalam satu instansi 

dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain JPT, sebagai jaminan karier PNS yang ditugaskan, perlu diatur 

kembali terkait dengan ketentuan batas usia pensiun pejabat fungsional yang diberhentkan 

sementara. Lebih lanjut, selain mutasi dan promosi, pengembangan karier juga dapat dilakukan 

melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang 

dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. 

Menurut Bataha (2011) yaitu dalam pelaksanaan mutasi pejabat, sering disalah tafsirkan orang 

yaitu sebagai hukuman jabatan atau didasarkan atas hubungan yang kurang baik antara atasan 

dengan bawahan, bahkan mutasi atau disebut juga dengan rolling pejabat identik dengan adanya 

unsur politik didalamnya. 

Pelaksanaan mutasi pejabat ASN harus objektif secara penilaiannya dan juga tidak 

mendiskriminasikan pihak manapun. Adapun faktor yang menjadi konsep dasar dalam 

melaksanakan mutasi pegawai yaitu profesionalisme, kompetensi, dan prestasi kerja. Di 

Kabupuaten Empat Lawang terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak dalam 

bidang mutasi dan promosi aparatur sipil negara yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan pada Peraturan 

Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 



Oragniasasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia pasal 10 ayat 2 yang menyelenggarakan proses mutasi dan promosi. 

Bidang mutasi dan promosi ini salah satunya yaitu bertugas melakukan pemindahan atau mutasi 

pejabat struktral. 

 Aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan struktural sangatlah penting berperan sebagai 

pimpinan untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan dan menyelenggarakan pelayanan secara 

adil dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan data jumlah ASN yang sudah dilantik atau yang 

sudah dimutasikan selama tahun 2019 berjumlah 236 orang. Periode pelaksanaan mutasi pada 

tahun 2019 sebanyak 5 kali dilantik oleh pejabat pembina. Berikut ini merupakan tabel jumlah 

pejabat Eselon yang sudah dimutasikan dan dilantik sepanjang tahun 2019 yaitu: 

Tabel 1. Jumlah Pejabat Eselon yang Dimutasikan di Kabupaten Empat Lawang 

 

No Pejabat yang Dimutasi Waktu Pelaksanaan Jumlah 

1 Eselon II, III, & IV 20 Januari 2019 110 Orang 

2 Eselon III, IV 03 Maret 2019 20 Orang 

3 Kepala Sekolah 01 Juli 2019 33 Orang 

4 Eselon II 20 Agustus 2019 8 Orang 

5 Eselon IV  10 Desember 2019 65 Orang 

Jumlah 236 Orang 

Sumber : Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Empat Lawang 

 Menurut tabel 1 bisa dilihat bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan mutasi pegawai yang 

telah disetujui oleh Bupati Empat Lawang. Sebelum melaksanakan pelantikan atau mutasi 

aparatur sipil negara, BKPSDM melakukan rapat terlebih dahulu. Berdasarkan kebijakan dari 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 



Empat Lawang persyaratan administrasi mutasi pegawai antar Instansi atau antar OPD di 

lingkungan Kabupaten Empat Lawang  harus melengkapi berkas sebagai berikut: 

1. Surat permohonan pindah disertai alasan yang ditujuan kepada Bupati Empat 

Lawang ditandatangani diatas materai,  

2. Surat persetujuan menerima dari Instansi atau OPD yang dituju, 

3. Surat persetujuan melepas dari Instansi atau OPD yang bersangkutan, 

4. Surat keputusan pangkat terakhir, 

5. Surat keputusan jabatan fungsional terakhir bagi guru dan tenaga kesehatan, 

6. Daftar riwayat hidup. 

Menurut Katerina (2011) menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip the right man in the 

right place dapat dilakukan melalui mutasi jabatan struktural. Mutasi jabatan struktural 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik. Mutasi 

juga sebagai penjelmaan atau perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah 

satu cara untuk mencapai tujuan organisasi dan dilaksanakan untuk mengurangi rasa bosan 

kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja, selain itu untuk 

menempatkan pejabat sesuai dengan keahlian dalam bidang tugasnya masing-masing. Dalam 

pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang objektif dan didasarkan atas 

indeks prestasi yang dicapai pejabat mengingat sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk 

memberikan peluang bagi para pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 menjelaskan bahwa jabatan struktural adalah 

suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak pegawai negeri 



sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Dalam pemindahan atau mutasi 

jabatan struktural mempunyai persyaratan dan standar operasional prosedur (SOP) yaitu: 

1. Kepala OPD menyampaikan usulan kepada kepala BKPSDM Kabupaten Empat 

Lawang melalui Bidang Mutasi dan Promosi dengan melengkapi data-data pegawai 

yang akan dimutasi atau pemberhentian, 

2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi  menyampaikan usulan dan data-data 

kelengkapan kepada kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang, 

3. Mengkaji dan merumuskan teknis pengendalian berkas usulan mutasi ke jabatan 

struktural, 

4. Menerima, memeriksa, dan meneliti keakuratan berkas lalu menaikannya kepada TIM 

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), 

5. Memberikan pertimbangan atas usulan mutasi jabatan struktural, 

6.  Mengetik dan memproses Surat Keputusan (SK) Bupati Empat Lawang   terhadap 

pemohonan mutasi jabatan struktural yang disetujui oleh TIM Baperjakat, 

7. Bupati menyampaikan persetujuan tentang usulan tersebut dan ditetapkan menjadi 

Keputusan Bupati Empat Lawang, 

8. BKPSDM Kabupaten Empat Lawang membuat jadwal pelaksanaan pelantikan yang 

disetujui oleh Bupati Empat Lawang atau memilih pejabat lain untuk melantik. 

Dalam pelaksanaan mutasi, standar operasional inilah yang menjadi dasar BKPSDM 

untuk melaksanakan mutasi jabatan struktural. BKPSDM tidak hanya menerima usulan dari 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memberikan 

informasi kepada setiap Satuan Perangkat Daerah. Untuk mengukur keberhasilan suatu 

pelaksanaan mutasi yang telah dilakukan dapat dilihat dari pejabat dan jabatan yang terdapat di 



pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan mutasi pejabat struktural aparatur sipil 

negara selama ini banyak dilaksanakan kurang efektif dikarenakan masih banyak jabatan yang 

lowong atau kosong. Masalah yang terjadi disebabkan oleh  beberapa faktor yaitu lamanya 

proses mutasi, pegawai yang pensiun, dan pegawai yang meninggal dunia. Data rekapitulasi 

jumlah jabatan struktural dan pejabat struktural atau eselon di Pemerintah Kabupaten Empat 

Lawang yang terdapat jabatan yang kosong yaitu: 

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pejabat dan Jabatan Struktural Eselon Tahun 2019 di 

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 

 

No Pejabat Struktural Eselon Jumlah Jabatan Struktural Eselon Jumlah 

1` Eselon II.a 1 Eselon II.a 1 

2 Eselon II.b 25 Eselon II.b 36 

3 Eselon III.a 44 Eselon III.a 50 

4 Eselon III.b 110 Eselon III.b 130 

5 Eselon IV.a 288 Eselon IV.a 380 

6 Eselon IV.a UPTD 10 Eselon IV.a UPTD 15 

7 Eselon IV.b 67 Eselon IV.b 70 

  545  682 

Jumlah Jabatan Kosong 137 

Sumber : Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Empat Lawang 

Berdasarkan tabel 2 dilihat bahwa jumlah jabatan kosong yang ada di Pemerintah 

Kabupaten Empat Lawang sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) jabatan struktural. Hal 

tersebut akan terjadinya sistem birokrasi yang kurang baik dikarenakan tidak adanya pejabat 

yang menduduki jabatan tersebut. Maka dari itu  Penulis pun memilih judul : “Implementasi 

Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang”. 

 



 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu bagaimana Implementasi berjalannya Kebijakan Mutasi Pejabat Struktural Aparatur Sipil 

Negara di Kabupaten Empat Lawang. 

3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kebijakan mutasi 

pejabat struktural Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 

dalam hal pengembangan pegawai. 

4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi civitas akademik sebagai tambahan pengetahuan mengenai mutasi pejabat 

struktural bagi aparatur sipil negara yang telah diprogramkan pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Empat Lawang. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat lawang dalam menentukan kebijakan yang 

berhubungan dengan mutasi pejabat struktural ASN. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut. 
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